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ABSTRAK

(A) Nama :  Abd. Latip Lestaluhu, NIM: 208211004
(B) Judul Disertasi  :  Penerapan Tanggung Gugat Dalam Pasal 48 Ayat (4)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018
Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Penagih Hutang
(Debt Collector) Selaku Kuasa Perusahaan Pembiayaan
Konsumen

(C) Halaman : xii + 388 halaman (2024)
(D) Kata Kunci  : Tanggung gugat, perusahaan pembiayaan konsumen,

eksekusi jaminan fidusia, debt collector
(E) Abstrak :  Kewajiban penagihan terhadap hutang debitur ditegaskan

Pasal 47 POJK nomor 35 tahun 2018. Penagihan oleh
perusahaan pembiayaan konsumen biasanya menggunakan
jasa penagih hutang (debt collector) atas pertimbangan
efektifitas dan efisiensi. Penagihan termasuk di dalamnya
eksekusi jaminan fidusia seringkali berakibat gugatan di
pengadilan. Sementara itu Pasal 48 ayat (4) POJK tersebut
beserta penjelasannya membebankan pertanggungjawaban
atas dampak penagihan kepada perusahaan pembiayaan,
sepanjang tindakan penagih hutang (debt collector) sesuai
dengan perjanjian kerjasama dengan perusahaan
pembiayaan. Sebaliknya pertanggungjawaban akan
dibebankan kepada penagih hutang (debt collector) jika
melanggar perjanjian.
Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian di
atas, yaitu : 1) Bagaimana tanggung gugat dalam hukum
keperdataan di Indonesia. 2) Apakah ketentuan Pasal 48
ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 telah sesuai dengan
prinsip tanggung gugat. 3) Bagaimana penerapan Pasal 48
ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 dalam tanggung
gugat.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Adapun
bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara, angket
serta pengamatan dilapangan. Sedangkan bahan hukum
sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa
penelusuran literatur, peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan.
Hasil penelitian menunjukan : Pertama, tanggung gugat di
Indonesia didasarkan pada adanya perbuatan wanprestasi
dan perbuatan melawan hukum termasuk tanggung gugat
yang dipertajam akibat perbuatan melawan hukum. Kedua,
Pasal 48 Ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018
bertentangan dengan prinsip tanggung gugat mutlak (strict
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liability) sebagaimana Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dan
juga doktrin vicarious liability sebagai bagian dari prinsip
tanggung jawab mutlak (strict liability). Ketiga, Pasal 48
ayat (4) POJK nomor 35 tahun 2018 tidak dapat diterapkan
karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi,
yurisprudensi Mahkamah Agung, nilai keadilan, dan prinsip
vicarious liability sebagai bagian dari prinsip tanggung
jawab mutlak (strict liability). Hal ini dikarenakan
ketentuan ini bersifat umum sehingga tidak terdapat
spesifikasi jenis dan subjek pertangungjawaban.

63 Acuan : 59 Buku (1982-2022), 64 Artikel/jurnal, 9 Peraturan
Perundang-Undangan, 19 Putusan Pengadilan, 1 Kamus, 11 Internet dan 11
Lain-lain

(F) Pembimbing : Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum
(G) Penulis : Abd. Latip Lestaluhu
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